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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan

pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3

peraturan ini,badan pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi yaitu

perumus kebijakan tekhnis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah , penyelenggaran urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang,

pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan dan pelayanan tugas di

bidang  pengeloaan keuangan dan aset daerah.

Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007

tentang Bagan Akun Standar, maka dimungkinkan adanya penyaluran suatu dana

APBN ke masyarakat secara langsung guna membiayai program pembangunan.

Pola yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan jenis belanja bantuan sosial

yang didefinisikan sebagai bantuan melalui transfer uang, barang atau jasa yang

diberikan langsung kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial. Sesuai dengan definisinya, penganggaran menggunakan

Akun Bantuan Sosial dapat direalisasikan melalui transfer dalam bentuk uang,

barangatau jasa tergantung pada kebijakan yang diambil. Berkaitan dengan

pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, bantuan sosial

yang dimaksud sebagian besar diarahkan pada pola transfer uang melalui rekening

kelompok sebagai pelaksana kegiatan dilapangan. Namun terdapat beberapa

kegiatan dimana pola bantuansosial kebijakannya dilaksanakan melalui transfer

barang/jasa, dalam situasi bahwa komponen kegiatan yang dimaksud memang
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benar-benar tidak dapat ditangani oleh petani/kelompoktani selaku kelompok

penerima manfaat bantuan sosial.Sedangkan bantuan sosial melalui pola transfer

barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Barang/jasa yang sudah diadakan oleh KPA/ PPK untuk selanjutnya

disalurkan atau diserahkan kepada kelompok penerima manfaat bantuan sosial

Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan mentransfer dana

bantuan sosial langsung kepada kelompok penerima manfaat sehingga secara

langsung dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang telah

diprogramkan. Prasyarat yang dibutuhkan antara lain melalui pembukaan

rekening kelompok, penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok

(RUKK),mekanisme transfer melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) serta pemanfaatan dana bantuan sosial oleh kelompok penerima

manfaat. Penyaluran bantuan sosial baik melalui pola transfer uang maupun pola

transfer barang/jasa dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya pengawalan,

pendampingan serta pembinaan oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis sebagai

petugas lapangan. Pengawalan, pendampingan dan bimbingan oleh petugas

lapangan tersebut tidak terbatas dari aspek teknis tetapi juga mencakup aspek

adminstrasi dan pertanggungjawabannya. Untuk itu Buku Pedoman Pengelolaan

Dana Bantuan Sosial diharapkan dapat sebagai petunjuk dan panduan bagi para

petugas di lapangan dengan harapan akan dapat meminimalisir kekeliruan serta

kesalahan dalam pertanggung jawaban pengelolaan anggaran

Menyadari betapa pentingnya mengetahui prosedur pencairan dana

bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) menjadikan

alasan terkuat saya memilih judul tersebut karena kita semua sudah tau bahwa

banyak sekali organisasi kemasyarakatan, organisasi agama , termasuk organisasi

kepemudaan yang memerlukan dana bantuan sosial untuk mengembangkan

organisasi atau untuk agenda pemberdayaan sosial masyarakat.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat

proposal PKN dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI PENCAIRAN

DANA BANTUAN SOSIAL ATAU DANA HIBAH DI INSTANSI BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JEMBER “

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur administrasi pencairan

dana bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

(BPKA) Kabupaten Jember.

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pencairan dana bantuan

sosial pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten

Jember

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara

langsung pada lingkungan kerja dan masyarakat.

b. Mengetahui tata cara pencairan dana bantuan sosial pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) kabupaten jember.

c. Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh

gelar Ahli Madya ( A.Md ) Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset (BPKA) Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no 2 Jember
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1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada 23 Februari s/d 27 Maret 2015

dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Jember, adapun jam kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.

Senin – Jumat : 06.45 – 15.00

Istirahat : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)

11.30 – 13.00 (Jumat)

Sabtu – Minggu : Libur
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1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.4 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Minggu Ke- Jumlah

Jam1 2 3 4

1 Pengajuan Surat Permohonan
PKN kepada Instansi yang

terkait, mengurus surat ijin PKN
dan membuat Prosedur PKN

X 5

2 Perkenalan dengan Pimpinan
dan Karyawan Badan

Pengelolaan Keungan dan Aset
(BPKA) Kabupaten Jember

X 3

3 Pengarahan dan Penjelasan
tentang gambaran umum dari

Badan Pengelolaan Keungan dan
Aset (BPKA) Kabupaten Jember

X X 2

4 Pelaksanaan PKN serta
mengumpulkan data-data dan

informasi untuk digunakan
dalam menyusun Laporan PKN

X X X 84

5 Konsultasi dengan Dosen
Pembimbing secara periodic

X X X X 15

6 Penyusunan Laporan PKN X 20

7 Penggandaan Laporan PKN X 5

Total jam kegiatan Praktek Kerja
Nyata

144

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten

Jember, 2015

1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan sebagai :

1. Pengantar Manajemen
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2. Manajemen Keuangan

3. Sistem Informasi Manajemen

4. Referensi dari Badan pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

Kabupaten Jember
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Secara umum prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat

sekali hubungannya, yang meliputi suatu sub fungsi dari pada suatu fungsi

tertentu. Kemudian prosedur dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan klerikal

yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam

terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Beberapa ahli memiliki pandangan masing-masing terhadap definisi

prosedur. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli :

1. Mulyadi (2001:5)

Prosedur adlah suatu urutan kegiatan krelikal, yang biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi

berulang-ulang.

2. Azhar Susanto (2007 ; 264)

Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara

berulang-ulang dengan cara yang sama.

3. M. Nafarin (2008 ; 84)

Mendefinisikan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang

saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya

seragam.

4. Ardiyose (2008 ; 734)

Mendifisinikan prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan

rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau

beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan

usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara

seragam.
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Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur adalah

suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga

atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang

berlangsung secara berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri.

2.1.1 Karakeristik Prosedur (Gie, The Liang ; 2000)

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah :

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan

menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.

d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

e. Proserdur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

2.1.2 Manfaat Prosedur (Gie, The Liang ; 2000)

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang nebjadi rutin dan terbatas

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya

mengerjakan seperlunya saja.

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi

oleh seluruh pelaksana.

d. Membantu dalam usaha peningkatan produktifitas kerja yang selektif dan

efisien.

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan,

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-

perbaikan dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Prosedur merupakan

rangkaian kegiatan dan yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk

mendapatkan keseragaman dalam melakukan transaksi yang terjadi.
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2.2 Pengertian Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi ini dikenal dari bahasa belanda yang

telah menjajah Indonesia selama 300 tahun, dimana pada waktu itu proses

transformasi tatanan kehidupan. Sebagai akibat dari sejarah masa itu, masyarakat

di Indonesia mengenal istilah bahasa BelandaAdministratie yang sudah umum

diucapkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia Administrasi.

Administrasi adalah kegiatan yang mencakup ketatausahaan, manajemen,

dan organisasi, sertamanajemen terhadap unsur-unsur organisasi. Di Inggris

administrasi terkenal lazim dengan bahasa resmi Inggris Administration yang

diartikan to manage (mengelola) atat direct (menggerakan).

Berikut pengertian administrasi berdasrkan pemahaman diatas menurut

bebrapa ahli :

1. Pengertian administrasi dalam arti sempit (Poerwanto, 2006:11)

Administasi adalah tatausaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang

melibatkan manusia, peralatan dan sistematika kerja untuk mendukung

eksistensi organisasi.

2. Penngertian administrasi dalam arti luas (Poerwanto, 2006:15)

Administrasi adalah proses kerjasama secara sistematis dari sekelompok

manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu

tujuan tertentu secara efektif, efisien dan saling menguntungkan serta

berkelanjutan.

3. Siagian (2001;2)

Mengemukakan bahwa administrasi di definisikan sebagai proses

keseluruhan proses kerjasama anatara dua orang atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapian tujuan dan

telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana prasana

tertentu secara berdaya guna.
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4. Siagian (2006:2)

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua

orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah mengetahui pengertian administrasi menurut beberapa ahli maka

dapat dismpulakan bahwa admnistrasi adalah suatu tata usaha atau proses kerja

sama dalam suatu instansi maupun perusahaan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditentukan.

2.3 Unsur-unsur Administrasi

Administrasi terdapat unsur-unsur tata tertib yang merupakan satu

kesatuan yang  saling berkaitan erat dan saling menjunjung dalam memegang

seluruh prospek pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu

usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur sebgai

berikut :

1) Pengorganisasian

Yaitu rangkaian pembuatan menyusun suatu kerangka yang menjadi

wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan.

2) Manajemen

Yaitu rangkaian pembuatan yang menggerakan karyawan dan segenap

fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai.

3) Tata Hubungan

Yaitu rangkaian pembuatan dan mengaturdan mengurus tenaga kerja yang

diperlukan dalam usaha kerjasama.

4) Kepegawaian

Yaitu rangkaian pembuatanyang mengatur dan mengurus tenaga kerja

yang di perlukan dalam usaha kerjasama.

5) Keuangan

Yaitu kegiatan pembuatanyang mengelola segi-segi pembelanjaan dalam

usaha kerjasama.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11

6) Pembelanjaan

Yaitu rangkaian pembuatan yang mengadakan, mengatur pemakaian,

mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan

dalam usaha kerjasama.

7) Tata Usaha

Yaitu rangkaian pembuatan yang menghimpun yang menciptakan

hubungan baikdan dukungan masyarakat dalam kerjasama.

8) Perwakilan

Yaitu rangkaian pembuatan yang menciptakan hubungan baik dan

dukungan masyarakat dalam kerjasama.

Semua unsur administrasi di atas memiliki hubungan yang sangat

erat,sehingga menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara

satudengan yang lain. Unsur-unsur administrasi tersebut memegang keseluruhan

proses dalam pekerjaan yang dilakukan oleh sekolompok orang yang bekerjasama

untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu instansi guna memenuhi sistem

administrasi secara baik dan benar serta sistematis.

2.3.1 Fungsi Administrasi

Menurut Baridwan (2006;4)  ada 5 jenis fungsi administrasi perkantoran :

a. Fungsi Rutin

Yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran

minimal yang mencakup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain.

b. Fungsi Teknis

Yaitu yang membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan

perkantoran yang memadai , seperti familieritas dan software.

c. Fungsi Analisis

Yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang krisis dan kreatif yang

disertai kemampuan mengambil keputusan dan menganalisis laporan

maupun membuat keputusan pembelian.

d. Fungsi Interpersonal
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Yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar

pengambilan keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang

lain, seperti mengkoordinasikan tim proyek.

e. Fungsi Majerial

Yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian,

pengukuran dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, dan

mengevaluasi karyawan.

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan di atas, maka secara

sederhana ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi adalah :

1. Kerjasama yang dilakukan oleh sekolompok orang.

2. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerjasama secar terstruktur.

3. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan.

4. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan kerja secara terstruktur.

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan tentang administrasi

yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan

pembagian kerja sebagaimana ditemukan dalam struktur dengan mendayagunakan

sumber daya - sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.3.2 Tujuan Administrasi

Menurut The Liang Gie (1993:1), tujuan administrasi diartikan dalam

beberapa hal yaitu sebgai berikut :

a. Usaha penerbitan alat-alat yang mungkin terjadi.

b. Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijakan

usaha dari segi pengorganisasian perusahaan.

c. Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan

sempurna sehingga mencpai sasaran.

Salah satu dasar penting dari kegiatn administrasiadalah tujuan. Tujuan

menjadi arahan pembuatan kebijakan oeprasional dan pelaksanaan

proseskerjasama. Kegiatan administrasi baik pada tingkat kebijakan maupun
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pelaksanaan dan pengendalian dilakukan dalam sebuah sistematika organisasi.

Artinya bahwa keseluruhan merupakan sebuah rangkaian yang dilaksanakan

secara berurutan berdasarkan nilai-nilai dan aturan yangtelah disusun dalam satu

kesatuan fungsi dan tanggung jawab, berkelanjutan, dan terukur hasilnya.

2.4 Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sehingga pencatatan terhadap

peristiwa-peristiwa financial sangan diperlukan. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui secar jelas sumber-sumber dan penggunaan data untuk kepentingan

perusahaan.

Setiap organisasi atau lembaga suatu badan usaha, lembaga pemrintah dan

lainya perlu mengadakan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa financial. Hal

ini dikarenakan administrasi keuangan merupakan suatu rangkaian perbuatan

dalam mengelola segi-segi pembayaran dalam suatu usaha kerjasama (Gie

2000:12)

Administrasi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah

pengawasan terhadap posisi keuangan. Administrasi keuangan meliputi ringkasan

dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari proses

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku instansi yang

bersangkutan.

Administrasi keuangan yang baik akan menyajikan sautu informasi yang

dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat tercapai

sasran jangka pendek maupun jangka panjang yang telah ditetapkan oleh instansi.

2.5 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian uang atau barang dan jasa dari pemerintah

daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa
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yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung

oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup

dalam kondisi wajar.

2.5.1 Pemberian Dana Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat memberikan bantuan sosial kepada

anggota atau kelompok masyarakat yang meliputi :

a. Individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,

atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hiduo minimum.

b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagaman, dan bidang

lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau

masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2.5.2 Kriteria Pemberian Dana Bantuan Sosial

Kriteria pemberian bantuan sosial sekurang-kurangnya harus berdasarkan

sebagai berikut :

a. Selektif : Ditujukan untuk melindungi dari resiko sosial.

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial

c. Bersifat sementara diartikan tidak wajib dan tidak harus berulang

diberikan setiap tahun anggaran diartikan dapat diberikan setiap tahun

anggaran sampai lepas dari resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan.

d. Sesuai dengan tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi sosial : ditujukan untuk memenuhi dan

membangkitkan kemapuan seseorang yang mengalami

difungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar.
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2) Perlindungan sosial : ditujukan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat, agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan dasr minimal

3) Pemberdayaan sosial : ditujukan untuk seseorang atau

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) Jaminan sosial : merupakan skema yang melembaga

untuk menjamin penerima bantuan agar dapat

memenuhi kebutuhan hidup dasarnya yang layak.

5) Penanggulangan kemiskinan : merupakan kebijakan

program atau kegiatan yang dilakukan terhadap

keluarga, kelompok, kelompok masyarakat yang tidak

mempunyai atau memliki sumber mata pencaharian dan

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

6) Penanggulangan bencana : merupakn serangkaian

upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2.6 Pengertian Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelengaraan urusan pemerintah

daerah.

2.6.1 Pemberian Hibah

Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat memberikan bantuan hibah antara lain

kepada :
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1. Hibah Kepada Pemerintah

Diberikan kepada kesatuan kerja dari kementrian / lembaga pemerintah

non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang

bersangkutan, seperti KPUD dalam rangka pemilukada, kepolisian

daerah dalam rangka pengamanan pemilukada

2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan seperti

daerah hasil pemekaran.

3. Hibah Kepada Perusahaan Daerah

Diberikan kepada BUMd dalam rangka penerusan hiabah yang

diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundamg-undangan, seperti PDAM.

4. Hibah Kepada Masyarakat

Diberikan kepada kelompok orang yang memliki kegiatan tertentu

dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, kesehatan,

keagamann, kesenian, adat istiadat dan keolahrgaan non-profesional,

seperti kelompok petani dari nelayan, industri perumahan.

5. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Komite Olahraga

Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Lembaga

penanggulangan HIV/AIDS, PMI.

2.6.2 Kriteria Pemberian Hibah

Kriteria pemberian hibah adalah sebagai berikut :

a. Peruntukan secara spesifik telah ditetapakan.

b. Tidak wajib dan tidak mengikat.

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d.
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2.6.3 Syarat Penerima Hibah

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang tertentu yang

memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,

keagaman, kesenian adat istiadat dan keolahragaan non-profesional. Memiliki

persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki kepengurusan yang jelas.

b. Berkependudukan di dalam wilayah administrasi pemerintah

daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyaarakatan diberikan kepada organisasi

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Memiliki syarat sebagai berikut :

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah (PEMDA) setempat

sekurang-kurangnya 3 tahun , kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan .

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi bersangkutan.

c. Memiliki kesekretariatan yang tetap.

2.7 Dasar Hukum Pemberian Dana Bantuan Sosial atau Hibah

a. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah dua kali, diubah terakhirUU no 12 Tahun 2008.

b. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan

Daerah sebagai mana telah dua kali diubah, terakhir Pemendagri

No.21 Tahun 2011.

c. Pemendagri No.32 Tahun 2011Tentang Pedoman Pengelolaan daerah

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah.

d. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah

Kabupaten Jember.
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e. Keputusan Bupati Jember Np.55 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan.

f. Instuksi Bupati Jember No.1 Tahun 2003 tentang Peningkatan

Pelaksanaan.
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BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sejarah

Kantor Pemerintah Kabupaten Jember didirikan berdasarkan pada

Staatsblad Nomor 322 yang ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jenderal Hindia

Belanda dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928.

Dalam Staatsblad tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah

mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di

Wilayah Propinsi Jawa timur antara lain dengan menunjuk Regentschap Djember

masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara hukum ketentuan

tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De

Agleemene Secretaris) G.R. Erdbrik, pada tanggal 21 Agustus 1928. Semua

ketentuan yang dijabarkan dalam Staatsblad dinyatakan mulai berlaku mulai

tanggal 1 Januari 1929, hal ini disebutkan pada artikel terakhir dari Staatsblad ini.

Pada perkembangannya, dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut :

a. Pemerintah Regentschap Djember terbagi menjadi 7 wilayah Distrik pada

tanggal 1 Januari 1929 yaitu : Distrik Jember, Distrik Kalisat, Distrik

Rambipuji, Distrik Mayang, Distrik Tanggul, Distrik Puger, serta Distrik

Wuluhan.

b. Berdasarkan Undang-undang Nomer : 12 Tahun 1950 tentang pemerintah

daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

c. Dasar Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976,

maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan dibentuk 3 Kecamatan

baru, yaitu Sumbersari, Patrang dan Kaliwates.

d. Denan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana tuntutan Undang-

undang  Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak

tanggal 21 Januari 2011 Pemerintah Kabupaten Jember tel;ah melakukan

penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota

Administratif Jember, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan  di

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20

era Otonomi. Dengan ini, pemerintah Kabupaten jember berhasil menata

struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintah desa atau

kelurahan.

3.2 Visi Dan Misi

Pemerintah Kabupaten Jember dibawah kepemimpinan MZA Djalal

sebgai Bupato dan Kusen Andalas sebagai Wakil Bupati periode 2011-2015

mengsung slogan pembangunan “Mebangun Desa Menata Kota Untuk

Kemakmuran Bersama” dengan visi dan misi sebagai berikut :

3.2.1 Visi dan Misi

Visi Lembaga adalah “ Terciptanya pelayanan aparatur pemerintah yang

kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

religius, dan bermartabat sedangkan misi yang akan diemban dalam mewujudkan

visi secara operasional adalah :

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang kreatif dan berkualitas.

b. Memberdayakan pendidikan formal dan informal

c. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran

d. Memperkuat saran dan prasarana pembangunan

3.2.2 Tujuan Lembaga

Tujuan Lembaga Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan pemerintah yang kreatif, berkualitas dan

bertanggung jawab yang berorientasi pada standart kebutuhan masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan memperhatikan kemampuan

kerjasama dan kesesuaian skill.

c. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk

mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan

dan budaya daerah.
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d. Menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan guna terwujudnya

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan

kelestarian alam dan budaya masyarakat.

e. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan stakeholders dalam

rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

f. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang menarik investor guna

membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan dlam rangka

perluasaan kesempatan kerja.

g. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program pendampingan dan

pembinaan yang berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan.

h. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertaniaan dan non

pertaniaan serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana

pendukung.

3.3 Strukur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap

dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja atau orang-orang yang

mewujudkan wewenang, jabatan dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu

kerja sama yang baik sehingga tujuan dari suatu perusahaan dapat dicapai sesuai

dengan harapan. Struktur organisasai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

yaitu struktur oragnisasi garis. Pelaksanaan pengoragnisasian mengalir dari atas

kebawah seperti garis lurus. Berikut adalah gambaran tentang pihak-pihak yang

bertanggung jawab dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
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Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( BPKA ) Jember

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( BPKA )

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten

Jember,2011
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3.4 Pembagian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Jember

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) mempunyai tugas

pada masing-masing bidang yang telah tergambar pada gambar 3.3 dan tugas-

tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Bidang

Badan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi penyusunan rancangan

APBD, penepatan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD,

akutansi keuangan dan aset daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD, pembinaan administrasi dan pembinaan pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tugas dan tanggung jawab dari

kepala bidang adalah menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman

penyusunan APBD , menyiapkan bahan rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD, menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD dan melaksanakan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Dokumen (DPPA)

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan,

penyusun program dan keuangan. Sekretaris dipimpin oleh sekretaris yang

berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas dan tanggung

jawab dari Sekretaris Mengelola dan melayani administrasi umum,

mengelola administrasi kepegawaian dan mengelola administrasi

keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan administrasi umum surat menyurat, naskah dinas, arsip, urusan

rumah tangga, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan perlengkapan
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untuk melaksanakan tugas. Tugas dari sub bagian umum dan kepegawaian

yaitu melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat, penggandaan

naskah dinas dan kearsipan dinas , Menyelenggarakan urusan rumah

tangga dan keprotokolan dan Melaksanakan tugas dibidang hubungan

masyarakat.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun

program, mengolah data keuangan, menyusun anggaran Badan selaku

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),melaksanakan monitoring dan

evaluasi , melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Sub bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi Menghimpun data yang menyiapkan bahan

koordinasi penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan data.

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kordinasi,

pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan

rancangan APBD dan perubahan APBD, memfasilitasi dan membantu Tim

Anggaran dalam verifikasi, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksaan Perubahan

Anggaran (DPPA), menyiapkan data untuk penerbitan Surat Penyediaan

Dana (SPD), anggaran kas. Bidang Anggaran mempunyai tugas

melaksanakan menyiapkan petunjuk teknis penyimpangan rancangan

APBD dan rancangan Perubahan APBD dan melaksanakan koordinasi

penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

f. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

Sub Bidang Anggran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai tugas

bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam rangka
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penyusunan petunjuk teknis rancangan APBD atau Perubahan APBD,

pembahasan dan vertifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun

anggaran kas, pembahasan dan vertifikasi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) serta menyempurnakan rancangan APBD atau rancangan

perubahan APBD. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan

mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan

rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan

menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta

data-data pendapat dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan

APBD serta rancangan perubahan APBD.

g. Sub Bidang Anggaran Belanja

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan

yang berkaitan dengan belanja dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

rancangan APBD atau perubahan APBD, penyusunan rancangan APBD

atau perubahan APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA), penyempurnaan rancangan APBD atau rancangan perubahan

APBD serta penyiapan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) untuk

melaksanakan tugas. Sub bidang anggaran belanja mempunyai tugas

menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan

petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD terkait dengan belanjadan menyiapkan bahan inventarisasi,

menganalisis dan mengolah bahan serta data-data pendapat dan

pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan

perubahan APBD.
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h. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian di nidang penerimaan dan pengeluaran aset. Tugas bidang

perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penempatan uang daerah

dengan membuka rekening kas umum daerah dan melaksanakan penerimaan

dan pengendalian, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas

umum daerah.

i. Sub Bidang Pengelolaan Kas

Sub bidang pengelolaan kas mempunyai tugas meneliti dokumen atau

penerimaan uang daerah, melaksanakan pembukuan , mengadministrasikan

penerimaan dan pengeluaran daerah, melaksanakan rekonsiliasi data

penerimaan kas dan pengeluaran kas, melaksanakan analisa pemberdayaan

dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek, melaksanakan

pengelolaan utang dan piutang daerah, menyusun laporan aliran kas secara

periodik dan mengadministrasikan pemungutan dan pemotongan PFK seluruh

SKPD. Sub bidang pengelolaan kas mempunyai tugas sMeneliti dokumen atau

penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai

dengan rekening kas umum daerah dan melaksanakan pembukuan dan

pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas

dalam bentuk buku kas.

j. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja mempunyai tugas melaksanakan

register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM),

melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

meneliti dan memberikan pembebanan rincian pengggunaan atas pengesahan

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Gaji dan Non Gaji, melaksanakan

rekonsiliasi pengeluaran kas, meneliti kelengkapan
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dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP),

melaksanakan koordinasi serta melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Sub bidang Perbendaharaan belanja mempunyai tugas

melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten dan

melaksanakan Pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat

Perintah Membayar (SPM). Selain tugas diatas sub bidang perbendaharaan

belanja juga mempunyai tugas untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial

dan hibah. Berikut mekanisme secara umum pencairan dana bantuan sosial dan

hibah :

1. SKPD terkait selaku verifikator mengajukan surat permohonan

pencairan keuangan kepada bupati Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD dilengkapi dengan

dokumen pengajuan pencairan keuangan beserta kelengkapannya

dari pemohon yang telah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat

yang ditunjuk dan telah diverifikasi kebenaran dan

kelengkapannya.

2. Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan keuangan dari

SKPD terkait, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten selaku PPKD/BUD meproses pencairan keuangan

sesuai ketentuan peraturan perumdamg-undangan.

k. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan proses

akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain

kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah

dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi menyusun rencana bidang akuntansi

sesuai dengan kinerja badan dan melaksanakan proses akuntansi keuangan
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daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD.

l. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas

Sub bidang Akuntansi penerimaan Kas mempunyai tugas menyiapkan

dan mengumpulkan bahan pelaksanaan dan klasifikasi dokumen/bukti

transaksi penerimaaan, rekonsiliasi penerimaan, penyusunan laporan

penerimaan APBD semester 1 dan penyusunan laporan penerimaan APBD

tahunan. Sub bidang akuntansi penerimaan kas mempunyai tugas

melaksanakan pencatatan dan klasifikasi dokumen atau bukti transaksi dan

penggolongan transaksi penerimaan dan mengumpulkan data dalam rangka

pelaksanaan identifiaksi dan klasifikasi dokumen atau bukti transaksi

penerimaan kas.

m. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas

Sub bidang akuntansi Pengeluaran Kas mempunyai tugas menyiapkan

bahan identifikasi, klarifikasi, vertifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran

yang sah, penyusunan laporan belanja APBD semester 1, penyusunan laporan

belanja APBD tahunan dan rekonsiliasi belanja. Sub bidang Akuntansi

pengeluaran kas mempunyai tugas melaksanakan bahan identifikasi,

klasifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran yang sah dan engumpulkan

bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pengeluaran.

n. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegaiatan perencanaan,

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, perubahan hukum,Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas
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menyusun program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan

pengelolaan aset daerah dan melaksanakan Administrasi dan akuntansi aset

daerah dan pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

o. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengeluaran

Sub bidang penatausahaan dan penggunaan mempunyai tugas

mengumpulkan bahan perumusan kebijakn administrasi dan pengamanan aset

daerah, melaksanakan koordinasi penatausahaan dan pengamanan aset daerah,

mempersiapkan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah. Sub

bidang penatausahaan dan penggunaan mempunyai tugas mengumpulkan

bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan,

inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah dan mengumpulkan

bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan,

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah.

p. Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan

Sub bidang Pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan

mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan,

pengahpusan dan pemindahtanganan aset daerah, melaksanakan proses

administrasi, pemantauan, perubahan status hukum aset daearah dan tuntutan

ganti rugi. Sub bidang pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan

mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan penggunaan

dan pemanfaatan aset daerah dan mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan

koordinasi, pembinaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset daerah.
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3.5 KEPEGAWAIAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) memiliki

kepegawaian dengan tenaga kerja yang lebih dari satu orang dan memliki sistem

kerja sebagai berikut :

3.5.1 Tenaga Kerja

Kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah

supaya efektif untuk menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Jumlah

tenaga kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Jember sebanyak 16 orang.

Berikut adalah daftar pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

Tabel 3.5.1 Daftar Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

Pemerintah Kabupaten Jember

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten

Jember,2011

NO Nama Bidang Jumlah
1 Kepala BPKA 1 orang
2 Sekretaris 1 orang
3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 orang
4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 orang
5 Kabid Anggaran 1 orang
6 Kasubbid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 1 orang
7 Kasubbid Anggaran Belanja 1 orang
8 Kabid Perbendaharaan 1 orang
9 Kasubbid Pengelolaan Kas 1 orang
10 Kassubid Perbendaharaan Kas 1 orang
11 Kabid Akuntansi 1 orang
12 Kasubbid Akuntansi Penerimaan Kas 1 orang
13 Kasubbid Akuntansi Pengeluaran Kas 1 orang
14 Kabid Pengelolaan Aset 1 orang
15 Kasubbid Penatausahaan dan Penggunaan 1 orang

16
Kasubbid Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan 1 orang
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3.5.2 Sistem Kerja

Sistem jam kerja yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset (BPKA) Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu terhitung 5 hari kerja dalam

satu minggu. Adapun jam kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

(Pemda) Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2 Aktivitas Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

Pemerintah Kabupaten Jember.

SumberData : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten

Jember, 2015

No Hari Aktivitas Waktu

1 Senin-Kamis Kerja Praktek 07.00-15.00

Istirahat 12.00-13.00

2 Jum'at Kerja Praktek 06.30-15.00

Istirahat 12.00-13.00

3 Sabtu-Minggu Libur -
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3.6 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial atau Hibah

3.6.1 Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial atau Hibah :

a. Pemberian bantuan sosial atau hibah dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan Bupati

b. Persetujuan Bupati dapat didelasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) Pemberian dengan nilai diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) realisasinya dapat diberikan setelah mendapat

persetujuan Bupati

2) Pemberian dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.00,- (sepuluh

juta rupiah) reaalisasinya dapat diberikan setelah mendapat

persetujuan Sekretaris Kabupaten.

3) Pemberian dana bantuan sosial dan hibah diberikan secara

selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki

kejelasan peruntukan penggunaan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

4) Pemberian dana bantuan sosial dan hibah harus memperhatikan

aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

5) Pemberian dana bantuan sosial dan hibah dalam bentuk uang

dilaksanakan atas dasar evaluasi oleh SKPD terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pemberian hibah berupa barang dan jasa dilaksanakan oleh

SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, proses pengadaan

dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.6.2 Penganggaran Dana Bantuan Sosial atau Hibah

a. Dana bantuan sosial dan hibah berupa uang dianggarkan dalam bentuk

belanja tidak langsung, obejek belanja hibah, dan rincian objek belanja

pada PPKD.

b. Objek belanja bantuan sosial dan hibah rincian objek belanja hibah

meliputi Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

c. Bantuan sosial dan hibah berupa barang dan jasa dianggaran dalam

kelompok belanja langsung diformulasikan kedalam program dan

kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek

belanja dana bantuan sosial dan hibah barang atau jasa rincian barang

diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

d. Kepala daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan

besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD.
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Tata cara penganggaran dana bantuan sosial atau hibah apabila

digambarkan akan tampak seperti dibawah ini :

1.

Gambar 3.6.2 Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial atau Hibah

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember
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BAB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember dimana

pelaksanaan kegiataannya dimulai tanggal 24 Februari s/d 27 Maret 2014. Adapun

kegiatan Praktek Kerja Nyata itu pelaksanaannya dilakukan dengan cara terjun

langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari sesuai dengan judul utamanya pada

prosedur administrasi pencairan dana bantuan sosial atau hibah. Selain itu juga

ikut serta melaksanakan dan mengikuti jalannya aktifitas pada Kantor Bandan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember. Adapun kegiatan yang

dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagagai berikut :

4.1 Prosedur Administrasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atau Dana Hibah

4.1.1 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dana Bantuan Sosial atau Hibah

Persyaratan umum pengajuan permohonan dana bantuan sosial atau hibah sebagai

berikut :

a. Pimpinan badan / lembaga / oragnisasi / anggota masyarakat

mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui

Satuam Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait / verifikator dengan

ketentuan :

1) Surat permohonan dari lembaga pendidikan swasta dan

penilitian harus diketahui kepala sekolah / rektor / ketua

lembaga penelitian yang bersangkutan

2) Surat permohonan dari organisasi/lemabaga non

perusahaan/pemerintah dan anggota masyarakat harus

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat,

surat permohonan dari perusahaan atau pemerintah

tanpa diketahui Kepala Desa atau Lurah dan Camat

setempat dianggap tidak ada.
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b. Surat permohonan dilampiri proposal, rincian dan lokasi kegiatan serta

Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang

dipersamakan masing-masing dibuat rangkap 2 dan dilengkapi :

1) Kwitansi dalam rangkap yang cukup, asli bermaterai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2) Fotocopy KTP Ketua atau Pimpinan badan atau

Lembaga/ Badan/organisasi/kelompok/penerima

bantuan

3) Fotocopy rekening bank umum (diutamakan bank

pemerintah atas nama lembaga penerimaan

bantuan/bukan rekening pribadi), kecuali permohonan

yang bersifat perorangan.

4) Surat permohonan pencairan keuangan dari SKPD

terkait selaku verifikator yang isinya menyatakan

bahwa kelengkapan administrasi permohonan bantuan

pencairan keuangan telah diverifikasi dan lengkap

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Pakta integritas bermaterai yang ditanda tangani ketua

atau pimpinan atau penerima belanja yang isinya

memuat tentang kesanggupan kewajiban melaksanakan

kegiatan sesuai dengan dana yang diterima dan

mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung

jawaban dana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6) Susunan kelembagaan/kepanitiaan.
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Alur prosedur persyaratan umum pengajuan bantuan dana sosial atau hibah dapat

digambarkan sebagai berikut :

Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Sosial atau Hibah

Gambar 4.1.1 Persyaratan Umum Pengajuan Permohonan Dana Bantuan Sosial

atau Hibah

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), 2014
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4.1.2 Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial atau Hibah

Prosedur atau mekanisme pencairan dana bantuan sosial atau dana hibah :

a. Pengajuan surat permohonan dana bantuan sosial atau hibah

SKPD terkait selaku verifikator mengajukan surat permohonan pencairan

keuangan kepada bupati, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset (BPKA) Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) dilengkapi surat permohonan dengan dokumen pengajuan

pencairan keuangan beserta kelengkapannya dari pemohon yang telah

mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjukkan dan telah di

verifikasi kebenaran dan kelengkapannya. Formulir yang di perlukan

untuk pengajuan permohonan dana hibah atau bantuan sosial yaitu :

1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

2) Proposal dari pihak penerima bantuan sosial melalui

SKPD terkait.

3) Proposal/RAB

4) Persetujuan Bupati (SK Bupati)

5) Surat Pernyataan (Pakta Integritas)

6) Foto copy kartu identitas

7) Foto copy buku rekening bank

8) Kwitansi

b. Pencairan dana bantuan sosial atau hibah oleh BPKA/BUD

Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan keuangan dari SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, selanjutnya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember selaku Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah

(BUD) memproses pencairan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Formulir yang di perlukan untuk pencairan dana

bantuan sosial atau hibah yaitu :
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1) NPHD

2) Proposal / RAB

3) Persetujuan pejabat yang berwenang

4) Foto copy identitas

5) Foto copy rekening bank

6) Kwitansi rangkap 4 (asli), lembar ke 1 bermaterai cukup

yang telah ditandatangani dan distempel

7) Nota verifikasi dari satuan kerja perangkat desa.

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial atau hibah apabila digambarkan akan

tampak seperti dibawah ini:
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Mekanisme Belanja Pencairan Bantuan Sosial atau Hibah

SKPD BPKA BUD/PPKD

Gambar 4.2.2 Flowchart Mekanisme Belanja Bantuan Sosial atau Hibah

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemerintah
Kabupaten Jember, 2014
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4.1.3 Mekanisme Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial atau Hibah

Penyaluran/penyerahan dana bantuan sosial atau dana hibah dapat  dilakukan

dalam 2 bentuk yaitu :

a. Mekanisme penyaluran bantuan dana sosial atau hibah dalam bentuk uang:

1) Penerima bantuan sosial atau hibah diharapkan membuka /

memiliki rekening bank atas nama lembaga bukan pribadi

perkecualian penerima belanja bersifat perorangan.

2) PPKD selaku BUD melakukan transfer dana langsung

kepada penerima bantuan sosial dan hibah

3) Semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan

penyaluran/transfer dana oleh bank dibebankan kepada

penerima bantaun sosial atau hibah

4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

selaku PPKD/BUD melaporkan daftar realisasi penyaluran

belanja kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-

undangan.

5) Penyaluran bantuan sosial atau hibah dapat pula dilakukan

secara tunai melalui bendahara pengeluaran PPKD ( Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah) atau dapat dibantu SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait kepada masing-

masing penerima belanja yang bersangkutan.

b. Mekanisme penyaluran/penyerahan bantuan dana sosial atau hibah dalam

bentuk barang dan jasa :

1) Pemberian dana bantuan sosial dan hibah dalam bentuk barang

atau jasa dilaksanakan oelh SKPD sesuai tugas pokok dan

fungsinya dalam bentuk program dan kegiatan

2) Barang yang dihibahkan atau dibantukan secara akuntansi tidak

diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten sehingga tidak

dilaporkan dalam neraca SKPD.
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Adapun mekanisme penyaluran/penyerahan bantuan sosial atau hibah apabila

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1.3 Mekanisme Penyaluran/PenyerahanBantuan Dana Sosial atau

Hibah

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember,2014
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4.1.4 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Dana Bantuan Sosial atau

Hibah

Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja bantuan sosial atau hibah

sebagai berikut :

a. Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja bantuan sosial

dalam bentuk uang, barang atau jasa dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bersama Inspektorat

Kabupaten.

b. Hasil monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial atau hibah

disampaikan kepada bupati sesuai tingkat capaian maupun

perkembangan penerima bantuan.

c. Apabila terjadi penyimpangan danpenggunaan belanja bantuan

sosial atau hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima

belanja yang bersangkutan.

d. Dal hal hasil monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan sosial

atau hibah yang tidak sesuai dengan ususlan yang telah disetujui,

penerima bantuan sosial atau hibah yang besangkutan dikenakan

sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset (BPKA) Jember

Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset (BPKA) Jember yaitu meliputi :

1. Menerima penjelasan mengenai gambaran umum Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset.

2. Mengenal struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) secara

mendalam.

3. Melakukan pengamatan mengenai kegiatan BPKA khususnya terkait

dengan Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah.
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4. Menerima serta memahami penjelasan dan pengarahan yang diberikan

oleh pembimbing BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) terkait

dengan Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah.

Contoh kwitansi pencairan dana bantuan sosial atau hibah
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Keterangan :

a. Kode Rekening Belanja

Pojok Kanan Atas diisi dengan kode rekening belanjanya misal

kode 5.1.4.11.01 ditulis di pojok kanan atas seperti gambar diatas

b. Tahun Anggaran

Tahun anggaran diisi tahun anggaran yang bersangkutan

c. No Bukti Kas

Diisi dengan No Bukti Kas yang bersangkutan

d. Sudah Terima Dari

Diisi dengan  Nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Jember.

e. Terbilang

Diisi dengan terbilang uang yang akan dicairkan

f. Guna Membayar

Diisi dengan kegunaan pembayaran

g. Jumlah

Diisi dengan jumlah uang yang dikeluarkan

5. Melaksanakan berbagai berbagai aktivitas yang telah diberikan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi mencocokkan data neraca

dengan data yang ada, mengarsipkan data setiap SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) baik dari kelurahan maupun dari dinas-dinas

Kabupaten Jember.
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6. Melaksanakan Penginputan dan Pencetakan Formulir SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana)

Contoh formulir SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana )
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Keterangan :

a. No SPM

SPM yang diinput

b. Tanggal SP2D

Tanggal Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

c. Nomor

Nomor SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana ) yang akan

diterbitkan

d. Tahun Anggaran

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

e. Bendahara Pengeluaran

Bendahara yang bersangkutan tentang pengeluaran

f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

g. Nomor Rekening

Diisi dengan nomer rekening bendahara pengeluaran

7. Mencatat dan mengumpulkan semua data yang akan digunakan sebagai

bahan laporan kerja nyata.

Penulis mendapat bimbingan dari Kabag dan Kasubbid Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) khususnya pada bagian Perbendaharaan beserta

Anggaran, sehingga penjelasan dan keterkaitan dengan Praktek Kerja Nyata ini

dapat diterima dengan jelas sehingga penulis dapat memperoleh pengalaman

khususnya pada PROSEDUR ADMINISTRASI PENCAIRAN DANA

BANTUAN SOSIAL ATAU HIBAH PADA KANTOR BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.
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BAB V. KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah disajikan pada halaman-halaman sebelumnya

merupakan hasil laporan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan selama

pelaksanaan. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata itu sendiri untuk mengetahui dan

memahami secara langsung prosedur administrasi pencairan dana bantuan sosial

atau dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten

Jember. Berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan selama Praktek Kerja Nyata,

dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Administrasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atau Hibah

Melakukan pengajuan permohonan dana bantuan sosial atau dana hibah

yang membutuhkan beberapa formulir. Formulir yang digunakan untuk

pengajuan permohonan dana hibah adala Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD), Proposal dari pihak penerima bantuan sosial melalui SKPD

terkait, Proposal/RAB, Persetujuan Bupati (SK Bupati), Surat Pernyataan (

Foto copy kartu identitas Foto copy buku rekening bank dan Kwitansi

2. Pelaksanan Administrasi pencairan dana bantuan sosial atau hibah

Pencairan dana bantuan sosial atau dana hibah oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Jember selaku Pejabat Pengelolaan

Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD)

memproses pencairan keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

peraturan perundang-undangan. Nota verifikasi dari satuan kerja perangkat

desa.

Penyaluran/penyerahan dana bantuan sosial atau hibah kepada

lembaga/organisasi berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga/ organisasi yang

bersangkutan. Penyaluran dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu bentuk uang

dan bentuk barang atau jasa. Sesuai dengan pengertian administrasi yaitu proses

kerja sama dalam suatu instansi dalam rangka mencapai tujuan bersama maka

dalam mekanisme pencairan dana bantuan sosial atau dana hibah yang dananya

bersumber dari APBD.
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DAFTAR NAMA PENERIMA , ALAMAT & BESARAN ALOKASI DANA

BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH YANG DITERIMA

MENTERI DALAM NEGERI,

NO NAMA
PENERIMA

ALAMAT
PENERIMA

JUMLAH
BESARAN (Rp)

1 2 3 4

1
Musholla Nurul

Istiqomah
Wuluhan-
Jember Rp 2.000.000,00

2
3
4

DST
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